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ABSTRAK
Pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UU TPE mengenal adanya ganti kerugian yang
mana dijelaskan pada Pasal 8 sub d “mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan
tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk
memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si-terhukum, sekadar
hakim tidak menentukan lain.” Landasan hukum tentang ganti kerugian juga terdapat
di dalam KUHPerdata yaitu : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bukankah dalam hukum pidana hanya
mengenal Hukuman pokok dan hukuman tambahan yang mana tidak ada Ganti
kerugian didalamnya dan ganti kerugian hanya ditemukan didalam rezim hukum

perdata/ hukum private.
Dengan menggunakan metodologi yuridis no
pustaka, penulis

dilakukan dengan cara meneliti bahan
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana bentuk kedudukan hukum atas
bagi terdakwa meninggal dunia dalam tindak pidana

dilanjutkannnya penuntutan
ekonomi serta i implikasi hukum dilanjutkannya penuntutan dengan
kerugian ketika terdakwa meninggal dunia dalam tindak pidana
ekonomi.
Implikasi Hukum Dilanjutkannya Penuntutan Dengan Tuntutan Ganti Kerugian
Ketika Terdakwa Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Ekonomi adalah tidak
- i . dalam Tindak pidana Ekonomi yang mana dalam
Tindak Pidana Ekonomi Pasal léayat(l)hurufbdanPasaIShmufcdan.djika
terdawa meninggal dunia pada proses penuntutan, hakim akan tet2p melanjutkan
mﬂmmmmmjmhkmmksimtcrﬁbbcmpaganu kerugian, akan tetapi
ﬁdﬁkmngnllhkmmﬁkerugimkehukmn privatfpcrdatayangrpanaganﬂ
t!ﬂzimdsihuklmwdﬂam&dak diatur dalam jenis hukuman
i imbulkan tidak adanya sinkronisasi antara

rmatif yaitu penelitian yang
bermaksud akan menjawab
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|, Kedudukan hukum dilanjutkannnys penunttan O e e
kerugian bagi terdakwa meninggal dunia dalam Tindak Pidans Ekonom
berdasar pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun
1955 secara jelas mengatakan bahwa jika ada cukup alasan untuk menduga,
bahwa sescorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada
putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak-pidana ekonomi,
maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat
memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut pada Pasal 8 sub ¢ dan d

dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia
hh“ﬁﬂlﬁcmmmm
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{konomi adalah tidak adanya kohereng; i 1
an kons;
Slensi ¢

alam Tj
pidana [konomi yang mana dalayy, lindak p; s

huruf b dan Pasal 8 huruf ¢ g,

rezim dari hukum perdata dan tidak diatur dalam jenis hukuman dalam Pasal

10 KUHP sehingga menimbulkan (idak adanya sinkronisasi antara

penerapan sanksi.

B. Saran

Beberapa saran terhadap masalah yang ada di dalam tulisan ini sebagai
berikut :

|. Undang- Undang No

Undang-
nisasi dan harmonisasi dengan perlunya revisi
dengan cara singkro

undang  Tindak Pidana [Ekonomi
p,mmbansm kejahanan ~dan pelanggaran yang berkaitan dengan

pcrckonomilﬂ Negara.

kerugian ketika terdakwa meninggal dunia harusnya
mm"“"”""“m
' mhm berkas perkara ke jaksa pengacara

7 Drt. Tahun 1955 agar di cabut atau tetap efektif

karena sudah tidak mengikuti
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